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Abstrak : Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen menyatakan  
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal inilah yang menyebabkan 
kedudukan atau posisi konsumen di dalam suatu kontrak itu lemah. 
Walaupun demikian juga, tetapi berdasarkan Pasal 18 ayat 1 poin a juga 
menjelaskan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan 
hukum terhadap konsumen IndiHome atas terputusnya kabel serat optik milik 
PT. Telkom harusnya menjadi tanggung jawab PT. Telkom dengan 
memberikan kompensasi pembayaran kepada konsumen karena tidak dapat 
menikmati pelayanan, bukan PT. Telkom mengalihkan tanggungjawabnya 
kepada konsumen untuk tetap membayar penuh tagihannya. 
  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Indihome, Fiber Optik 
 
 
PENDAHULUAN  
Pada zaman era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang 
peranan penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi 
dan komunikasi manusia dapat saling tukar-menukar informasi dari jarak jauh 
dengan waktu yang relatif cepat dan efisien. Perkembangan teknologi yang 
pesat yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya informasi, membuat 
banyak orang tertarik untuk menggunakan internet sebagai salah satu 
alternatif. Internet menjadi pilihan utama yang paling diminati untuk 
 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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memudahkan aktivitas manusia. Indonesia sebagai salah satu Negara 
berkembang yang pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia dengan 
mobilitas masyarakatnya yang juga berkembang menuntut tersedianya 
layanan telekomunikasi aman dan cepat sebagai penunjang berbagai 
aktivitas masyarakatnya. 
Indonesia adalah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi 
garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara 
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan Negara 
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dalam pembagian 
wilayah administratifnya Indonesia saat ini secara de facto terdiri atas 34 
provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda yaitu Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi 
Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi DKI Jakarta.2 
Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang subur, memiliki kekayaan sumber daya alam yang 
melimpah, dan menjadi salah satu bangsa yang besar, inilah yang menjadi 
daya tarik perusahaan telekomunikasi untuk berkembang di Indonesia. Letak 
Indonesia yang strategis menjadi keuntungan untuk kemajuan Negara dan 
Bangsa Indonesia dalam aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, 
pembangunan infrastuktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
teknologi dan ilmu pengetahuan serta kerja sama hubungan domestik 
maupun internasional. 
Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai daya tarik bagi 
investor adalah Provinsi Papua. Papua adalah sebuah provinsi terluas 
Indonesia yang terletak di bagian tengan Pulau Papua atau bagian paling 
timur Papua bagian Barat (dulu Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan 
Negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah papua 
 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/indonesia,  
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bagian Barat, namun sejak 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian 
timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai 
nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan 
pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. Provinsi 
Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas 
wilayahnya lebih tiga kali luas pulau jawa, ditambah jumlah penduduk yang 
masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti 
hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan.3 
Ibukota Provinsi Papua adalah Jayapura, Kota Jayapura merupakan 
salah satu kota di Indonesia yang pertumbuhan pembangunan, teknologi, 
komunikassi, dan ekonominya sangat cepat setiap tahunnya, dan sebagai 
ibukota provinsi Papua yang di berikan kewenangan khusus sebagai ibukota 
Provinsi Daerah Otonomi Khusus sehingga untuk mempercepat laju 
pembangunan infrastruktur dan mengembangkan potensi daerah serta untuk 
menjaga kearifan lokal Kota Jayapura dituntut untuk maju dalam aspek 
teknologi dan komunikasi.  
Seiring dengan perubahan gaya hidup, dewasa ini masyarakat 
membutuhkan akses informasi dengan mudah, cepat dan handal maka 
merupakan peluang sekaligus tantangan bagi penyedia layanan 
telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Majunya perkembangan 
teknologi akses jaringan dan teknologi yang berbasis internet memungkinkan 
bagi operator layanan untuk dapat menyediakan layanan yang beragam 
(multi service) bagi pelanggannya yaitu layanan suara (telepon), data 
(internet) dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan akses atau yang lebih 
dikenal dengan layanan triple-play.  
Kondisi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif membuat 
perusahaan harus memfokuskan diri pada konsumen guna pencapaian titik 
 
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Papua,  
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kepuasan. Tercapainya tingkat kepuasan ini akan berdampak pada 
pencapaian tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang optimal 
serta berkesinambungan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas 
produk dan kualitas layanan yang dikehendaki pelanggan sehingga jaminan 
dari kualitas yang diberikan menjadi prioritas bagi perusahaan  
Kemajuan suatu pembangunan dan perkembangan perekonomian 
nasional telah menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa, baik 
melalui iklan, promosi, atau penawaran langsung, khususnya jasa layanan 
telekomunikasi dalam bidang internet. Kebutuhan akses akan internet dengan 
koneksi yang cepat dalam era serba modern ini sangat dibutuhkan oleh 
semua kalangan untuk menunjang berbagai pekerjaan dari penggunanya.  
Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi 
membawa pengaruh yang sangat besar pada kemajuan telekomunikasi, 
salah satunya adalah kemajuan telekomunikasi dalam bidang internet. Untuk 
melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan suatu badan 
pengelola yang menyediakan pelayanan jasa salah satunya dilakukan oleh 
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) yang bergerak di bidang 
pelayanan jasa sambungan telekomunikasi. PT. Telkom adalah perusahaan 
informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi 
secara lengkap di Indonesia.  
Masyarakat yang mau atau ingin menikmati pelayanan atau fasilitas 
yang disediakan oleh PT. Telkom maka harus melakukan kerjasama dalam 
bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan 
yang terjadi  di Papua khususnya di kota Jayapura dalam beberapa tahun 
belakangan ini pernah terjadi ganguan internet karena  gempa yang cukup 
besar. Efek  terjadinya gempa itu mengakibatkan penggunaan kabel fiber 
optik terputus oleh di bawah laut. Terputusnya kabel fiber optik dibawah laut 
mengakibatkan pelayanan PT. Telkom terkait internet dan IndiHome juga 
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mengalami ganguan. Selama masa perbaikan ini memakan waktu kurang 
lebih 1 sampai 2 bulan untuk perbaikan fiber optik tersebut.  
Para pengguna Indihome Fiber tentu saja mengeluh tentang keadaan 
ini karena tidak bisa mengakses internet. Bahkan tak jarang para pengguna 
tidak membayar biaya bulanan yang setidaknya hanya dikenakan biaya 
abonemen saja sesuai yang telah di perjanjikan. Hal ini kemudian dianggap 
oleh konsumen sebagai pelayanan yang buruk dan tidak berpihak kepada 
konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan ini mengkaji bentuk 
Perlindungan Konsumen atas Terputusnya kabel Fiber Optik. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen. 
a. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen. 
Istilah konsumen berasal dan alih bahsan dari kata consument 
(inggris – amerika) atau consument/konsument (belanda). Pengertian dari 
consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. 
Secara harfiah arti consumer itu adalah “(lawan dari produsen) setiap 
orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa 
itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok pengguna tersebut. 
Begitu pula kamus bahasa inggris – indonesi memberi kata consumer 
sebagai pemakai atau konsumen4. 
Black’s law dictionary memberikan pengertian konsumen sebagai 
berikut  “  consumer  is  individuals  who  purchase,  use,  maintain,  and 
dispose of products and servise” terjemahan bebasnya : konsumen 
adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, 
dan pembuat barang dan/atau jasa. 
 
4 Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Penghantar. 
Daya Widya, Jakarta, hlm.3 
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Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang 
Larangan   Praktek   Monopoli   dan   Persaingan   Tidak   Sehat   juga 
memberikan definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau 
pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk 
kepentingan orang lain. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  mengatur  9  poin  hak  –  hak  
yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu : 
1) Hak atas keamanan dan keselamatan; 
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk 
menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam 
penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga 
konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) 
apabila mengkonsumsi suatu produk. 
2) Hak untuk memperoleh informasi; 
Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar 
konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang  
suatu  produk  yang  diinginkannya  sesuai kebutuhannya serta 
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan 
produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut 
diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping 
atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas 
produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara 
lisan maupun tulisan dengan mencantumkan  pada  label  yang  
melekat  pada  kemasan produk, iklan – iklan mapun media 
elektronik. 
3) Hak untuk memilih; 
Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan 
pada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai 
dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal 
tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli 
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan 
Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa “Pelaku 
usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 
sendiri maupun bersma pelaku  usaha  lain,  yang  dapat  
mengakibatkan  terjadinya prktek monopoli dan atau pesaingan 
tidak sehat, berupa : 
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a)  Menolak   dan   atau   menghalangi   pelaku   uahsa tertentu 
untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang 
bersangkutan; atau 
b) Menghalangi   konsumen   atau   pelanggan   pelaku usaha 
persaingannya untuk tidak melakukan hubungan  usaha  
dengan  pelaku  usaha persaingannya itu; atau 
c) Membatasi perderan dan atau penjualan barang dan atau jasa 
pada pasar yang bersangkutan; atau 
d) Melakukan praktek deskriminasi terhadap pelaku usaha 
tertentu 
4) Hak untuk di dengar; 
Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang 
berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang 
diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah 
berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami 
akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa 
pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang 
berkiatan dengan kepentingan konsumen. 
5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminasi; 
Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlayanan  
benar  dan  jujur  terhadap  barang  dan/atau  jasa yang  
ditawarkan  dari  pelaku  usaha,  dan  melarang  pelaku usaha 
untuk membeda – bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen 
6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian; 
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan 
keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat 
adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan 
konsumen 
7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan  
maupun  keterampilan  yang  diperlukan  agar dapat terhindar 
dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan   
konsumen   tersebut,   konsumen   akan   dapat menjadi kritis dn 
teliti daam memilih sutau produk yang dibutuhkan 
8) Hak  untuk  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar 
yang diberikannya; 
Hak  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen dari kerugian 
akibat permainan harga secara tidak wajar.karena dalam keadaan 
tertentu konsumen dapat saja membayar harag suatu barang 
yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan 
kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. 
Perlindungan Hukum Konsumen Indihome....  Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 8 NOMOR 1, JANUARI 2018  22 
9) Hak  untuk  mendapat  upaya  penyelesaian  sengketa  yang 
patut; 
Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan 
konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, 
melalui jalur hukum. 
 
Selain mengatur mengenai Hak Konsumen, UUPK Pasal 5 juga 
mengatur mengenai kewajiban konsumen, yaitu : 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan 
dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
3)  Membayar sesuai dengan nilai tukar yag disepakati; 
4) Mengikuti    upaya    penyelesian    sengketa    perlindungan 
konsumen secara patut 
b. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan 
kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 
masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia 
dan penggunaanya daam bermasyarakat.5  
Menurut Az. Nasution.6 Perlindungan Konsumen adalah bagian dari 
hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat 
mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan 
Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan 
asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan 
masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan 
barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup. 
 
5Kurniawan, 2011,  Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika 
Kedudukan dan Kekuatan   Putusan   Badan   Penyelesaian   Sengketa   Konsumen   
(BPSK),   Universitas Brawijaya Press, Hlm.42 
6 Az. Nasution, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, PT. 
Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 55.  
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Perlindugan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun 
formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 
produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang 
dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka 
mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau 
tidak langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan 
dampaknya. 
c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 
Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : 
1)  Asas  manfaat,  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus  
memberikan  manfaat  sebesar  –  besarnya  bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 
2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil; 
3) Asas   keseimbangan,   dimaksudkan   untuk   memberikan 
keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha, dan 
pemerintah dalam arti materil maupun spiritual; 
4) Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 
5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
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penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Selain  itu  Pasal  3  Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  1999 
tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari 
Perlindungan Konsumen, yaitu : 
1) Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4) Menciptakan    sistem    perlindungan    konsumen    yang 
mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi 
serta akses untuk mendapatkan informasi; 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
d. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha 
Prinsip – prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan 
hukum  dengan  pelaku  uahsa  berangkat  dari  doktrin  atau  teori  yang 
muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara 
lain : 
1.  Let The Buyer Beware (caveat emptor) 
Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa dibidang 
transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen 
adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehigga tidak perlu proteksi 
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apapun bagi konsumen. Di dalam UUPK prinsip ini sudah tidak 
digunakan, namun sebaliknya menggunakan prinsip kehati–hatian dari 
pelaku usaha atau yang disebut caveat venditor, hal tersebut dapat 
dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang 
di larang  bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha 
memiliki rambu –rambu dalam melakukan usahanya. 
2.  The Due Care Theory 
Doktrin atau prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai 
kewajiban untuk berhati – hati dalam meproduksi dan menyalurkan 
produk, baik barang dan/atau jasa. Selama pelaku usaha berhati – hati 
dengan produknya maka pelaku ushaa tidak dapat dipersalahkan. 
Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku 
usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang – Undang   Nomor 8  
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
3.  The Privity of Contrac. 
Prinsip in menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 
melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan   jika   diantara   
mereka   telah   terjalin   kontrak. Realitanya sering ditemukan kontrak 
yang melemahkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung 
jawab pelaku usaha dengan kalusula – kalusula standartnya. 
4.  Kontrak bukan syarat 
Melihat fenomena lemahnya posisi konsumen dalam prinsip The 
Privity of Contact yang mensyaratkan kontrak sebagi dasar gugatan 
konsumen kepada pelaku usaha yang merugikannya, maka lahirlah 
sebuah prinsip dimana kontrak bukan  lagi  merupakan  syarat  untuk  
menetapkan  eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun ada 
pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya 
berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu 
dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa. 
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Tanggungjawab Pelaku Usaha. 
Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain : 
 a) Contractual liability, 
yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku 
usahaatas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
jasayang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal 
terdapathubungan perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha dengan 
konsumenmengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka 
tanggung jawabpelaku usaha di sini didasarkan pada contractual liability 
(pertanggung jawaban kontraktual).  
 b) Product liability, 
yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku 
usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang 
dihasilkan.Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan 
Melawan Hukum(tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah 
unsurperbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas 
antaraperbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi Product 
liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara 
pelakuusaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada 
product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam 
Pasal 19Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku 
usahabertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran 
dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan 
ataudiperdagangkan. 
 c) Professional liability, 
Dalam hal terdapat perjanjian (privity contract) antara pelaku usaha 
dengankonsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa 
tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad 
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baik,tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional 
inimenggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha 
ataskerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa 
yangdiberikanya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (privity of contract) 
tersebutmerupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, 
tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban 
profesional yangmenggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak 
(contractual liability)dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila 
timbul kerugian yangdialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau 
menggunakan jasa yang diberikan. 
d) Criminal liability, 
yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara 
pelakuusaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah 
pembuktianterbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang 
PerlindunganKonsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau 
tidaknya unsurkesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau 
kerugianyang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku 
usaha, tanpamenutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi , kedudukan 
tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan 
konsumen harusdisertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani 
tanggung jawab dansampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan 
kepadanya. Tanggung jawabatas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 
perusahaan atau industri, dalampengertian yuridis lazim disebut sebagai product 
liability 
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Perlindungan Hukum Konsumen atas Terputusnya kabel Fiber Optik. 
 Kontrak  berlayanan internet IndiHome yang dibuat oleh PT. Telkom 
untuk diberikan saat konsumen ingin melakukan pemasangan jaringan 
internet IndiHome dan berbagai layanan produk Telkom lainnya. 
Indihome adalah merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang 
terdiri dari telepon, internet, dan IPTV. Layanan Indihome dapat dilengkapi 
dengan beberapa fitur/konten/Jasa Nilai Tambah (Jasnita) seperti Indihome 
View, Melon, akses wifi.id seamless dan Trend Micro Internet Security. 
 Kewajiban, hak, tanggung jawab dan larangan bagi pelanggan. 
a. Kewajiban pelanggan 
b. Membayar biaya pemasangan sambungan layanan Indihome (biaya 
pasang baru, biaya mutasi, biaya IKR/G, biaya aktivasi 
fitur/konten/Jasnita dan biaya lainnya) sesuai dengan ketentuan Telkom. 
c.  Menyediakan instalasi kabel rumah/gedung dan catuan daya listrik untuk 
perangkat CPE  layanan Indihome di alamat pelanggan. 
d.  Memberikan izin kepada Telkom untuk proses instalasi, perawatan, dan 
perbaikan gangguan Indihome dialamat pelanggan. 
e.  Membayar tagihan biaya jaringan dan/atau jasa layanan Indihome tepat 
pada waktunya sesuai ketentuan Telkom. 
f.  Memelihara instalasi layanan Indihome di alamat pelanggan agar selalu 
dalam keadaan baik atas biaya pelanggan. 
g.  Melaporkan kepada Telkom jika sambungan layanan Indihome di alamat 
pelanggan mengalami gangguan/kerusakan. 
h. Melaporkan secara tertulis kepada Telkom atas setiap pemindah-
tanganan hak tanggung jawab dan/atau kewajiban pelanggan terkait  
layanan Indihome kepada pihak lain. 
i. Memberitahukan kepada Telkom apabila bermaksud berhenti 
berlangganan layanan Indihome sementara atau memutuskan kontrak ini. 
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j.  Menyerahkan perangkat CPE milik Telkom yang terinstal di alamat 
pelanggan untuk layanan Indihome, apabila pelanggan berhenti 
berlangganan layanan Indihome. 
 Hak Pelanggan 
a. Mendapatkan layanan Indihome sesuai permintaan pelanggan yang 
memenuhi ketentuan teknis Telkom. 
b. Mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan dari Telkom terkait 
layanan Indihome. 
c. Mendapatkan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat dan 
karakteristik umum layanan Indihome yang disediakan Telkom. 
d. Mendapatkan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) 
Indihome sesuai dengan ketentuan Telkom. 
e. Mengajukan klaim tagihan Indihome apabila diyakini ada besaran tagihan 
yang tidak sesuai. 
f.  Mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Telkom jika jaminan tingkat 
layanan  (Service Level  Guarantee) Indihome tidak terpenuhi atau 
terbukti ada kesalahan tagihan. 
 Tanggung Jawab Pelanggan 
h.  Pelanggan bertanggug jawab sepenuhnya atas setiap penggunaan oleh 
anggota keluarga , pegawai, penghuni  atau pihak ketiga lainnya. 
i.  Pelanggan turut menjaga perangkat CPE milik Telkom yang terinstalasi    
dialamat pelanggan guna kelangsungan layanan Indihome berjalan baik.  
j.   Larangan bagi Pelanggan 
k. Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan, berupa 
apapun terhadap jaringan layanan Indihome. 
l.  Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali (re-sale) jasa layanan 
tindakan yang dapat Indihome dalam bentuk apapun tanpa seizin 
Telkom. 
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m. Pelanggan dilarang menggunakan layanan Indihome untuk melakukan 
merugikan pihak manapun, termasuk dan tidak terbatas pada: 
n.  mengganggu atau merusak suatu jaringan atau sistem komputer pihak 
manapun 
o.  pengiriman email secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab 
(spamming), 
p.  memalsukan email header atau metode lain yang digunakan dengan 
tujuan untuk memalsukan identitas pelanggan . 
q.  pelanggan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pihak lain, 
r.  tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan 
peraturan, atau hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia. 
Kewajiban, hak dan larangan bagi Telkom  
a.  Kewajiban Telkom 
b.  Menyediakan layanan Indihome di alamat pelanggan atas permintaan 
pelanggan yang memenuhi ketentuan teknis Telkom. 
c.  Memberikan pelayanan yang baik dan transparan terkait layanan 
Indihome kepada pelanggan. 
d. Memberikan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat dan 
karakteristik umum layanan Indihome yang disediakan Telkom, melalui 
brosur, leaflet, Plasa Telkom, 147 atau media lainnya. 
e. Memberikan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) Indihome 
sesuai dengan ketentuan Telkom. 
f. Memberikan kompensasi kepada pelanggan bila jaminan tingkat layanan 
(Service Level Guarantee) Indihome tidak terpenuhi atau terbukti ada 
kesalahan tagihan. 
g. Menindak lanjuti laporan pelanggan jika sambungan layanan Indihome di 
alamat pelanggan mengalami gangguan/kerusakan. 
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h.  Menindak lanjuti laporan pelanggan atas setiap pemindah-tanganan hak 
tanggung jawab dan/atau kewajiban pelanggan terkait layanan Indihome 
terhadap pihak lain. 
i.  Menindak lanjuti permintaan pelanggan untuk berhenti berlangganan 
layanan Indihome sementara atau memutuskan kontrak ini .  
Hak Telkom 
a. Menerima pembayaran biaya pemasangan sambungan layanan 
IndiHome (biaya pasang baru, biaya mutasi, biaya IKR/G, biaya aktivasi 
fitur/konten/Jasnita dan biaya lainnya terkait pasang sambungan baru 
Indihome) sesuai dengan ketentuan Telkom, 
b.  Menerima pembayaran taguhan layanan IndiHome tepat pada waktunya 
sesuai ketentuan Telkom. 
c. Menerima atau mengambil perangkat CPE milik Telkom yang terinstal di 
alamat pelanggan untuk layanan IndiHome, apabila pelanggan berhenti 
berlangganan layanan IndiHome. 
d. Melakukan perubahan layanan dan/atau jaringan akses dan/atau 
konfigurasi teknis dan/atau perubahan nomor sambungan layanan 
IndiHome dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan, kehandalan, 
dan keamanan layanan IndiHome untuk pelanggan. 
e.  Menolak permintaan layanan IndieHome yang diajukan pelanggan, bila 
tidak memenuhi berfungsi dengan baik. 
f.  Mengenakan sanksi kepada pelanggan sesuai ketentuan butir 7 pada 
kontrak baku berlayanan internet IndiHome. 
g. Mengelola Internet Protocol (IP) baik static maupun dynamic pada 
layanan akses Internet IndiHome yang merupakan milik Telkom. 
 Larangan bagi Telkom 
a.  Telkom dilarang melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap 
jaringan layanan IndiHome, kecuali dilakukan sesuai ketentuan butir 3.2.4 
pada kontrak baku berlayanan internet IndiHome. 
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b.  Telkom dilarang mengenakan sanksi kepada pelanggan selain sanksi 
bedasarkan ketentuan buitr 7 pada kontrak baku berlayanan internet 
IndiHome 
 Pembatasan Tanggung Jawab Telkom 
Telkom dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran 
kompensasi atau kerugian yang telah ditanggung oleh pelanggan, baik 
kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya 
atau tidak berfungsinya sambungan layanan IndiHome, karena: 
a.  Kerusakan/gangguan layanan IndiHome akibat kesalahan pelanggan, 
b. Perubahan jaringan akses, perubahan nomor atau jaringan 
telekomunikasi Telkom berdasarkan ketentuan butir 3.24 pada kontrak 
baku berlayanan internet IndiHome 
c. Kegagalan interkoneksi jaringan layanan IndiHome dengan 
penyelenggara telekomunikasi lain. 
d.  Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa layanan IndiHome 
yang disediakan oleh penyelengara jasa telekomunikasi lain diluar 
Telkom. 
e.  Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal Telkom 
(Force Majeure). 
 Tagihan dan Biaya Layanan IndiHome 
a.  Tagihan IndiHome memuat biaya yang terdiri. 
b.  Biaya IndiHome , biaya pemakaian lokal dan SLJJ on net yang melebihi 
kuota, biaya pemakaian lokal dan SLJJ off net, biaya pemakaian 
panggilan ke Telkomsel yang melebihi kuota biaya panggilan ke selular 
(non Telkomsel), biaya panggilan internasional, biaya fitur/konten/jasnita, 
biaya sewa perangkat CPE. 
c.  Biaya lainnya seperti biaya materai, tagihan tunggakan, biaya mutasi, dan 
denda karena tunggakan. 
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d.  Pembayaran IndiHome ditagihkan dalam satu invoice (single invoice), 
sehingga pembayaran tagihan IndiHome menjadi satu kesatuan, tidak 
dapat dibayarkan secara parsial/ sebagian layanan IndiHome. 
e.  Informasi besarannya tagihan rekening jasa layanan IndiHome dapat 
diperoleh oleh pelanggan dengan cara berlangganan electronic Billing 
System (eBS) yang registrasinya melalui seluruh channel layanan 
Telkom. 
7. Klaim Tagihan  
a.  Klaim keberatan atas tagihan Telkom akan diproses apabila 
b. Pelanggan melaporkan klaim keberatan melalui channel layanan Telkom 
paling lambat satu bulan setelah tanggal batas akhir waktu pembayaran. 
c.  Pelanggan diwajibkan membayar uang deposit (titipan) terlebih dahulu 
sebesar minimum dari rata-rata 3 (tiga) bulan tagihan terakhir atau 
sebesar nilai tagihan yang diklaim kepada Telkom. 
d.  Klaim atas keberatan pelanggan terhadap tagihan IndiHome yang 
diproses sesuai ketentuan Telkom. 
e.  Apabila klaim diterima dan jumlah uang deposit melebihi dari nilai yang 
harus dibayar pelanggan maka sisa uang deposit (titipan) setelah 
dikurangi nilai yang harus dibayar akan menjadi pengurangan tagihan 
IndiHome bulan berikutnya. 
f.   Klaim tagihan pengguna jasa layanan IndiHome yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara telekomunikasi lain diluar Telkom seperti panggilan 
internasional, layanan fitur/konten/jasnita yang tagihannya menjadi satu 
dengan tagihan IndiHome, merupakan pengecualian dari butir 6.1 dan 6.3 
pada kontrak baku berlayanan internet IndiHome. 
Sanksi 
a.  Pelanggaran terhadap butir 2.1.4 dikenakan sanksi mulai dari denda, 
pengisoliran, sampai dengan pencabutan layanan IndiHome sesuai 
dengan ketentuan Telkom. 
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b. Pelanggaran terhadap ketentuan butir 2.4.1,2.4.2 dan 2.4.3. dikenakan 
sanksi pengisoliran yang dapat di ikuti dengan pencabutan/ layanan 
pemutusan layanan IndiHome. 
c. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan butir 7.1 dan 7.2 tidak 
mengurangi kewajiban pelanggan (Eks Pelanggan), ahli waris atau 
penggantinya untuk melunasi seluruh seluruh tagihan/tunggakan layanan 
IndiHome termasuk dendanya terhadap Telkom. 
d. Pelanggan dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa 
ketentuan dalam butir 7 .1 sampai dengan butir 7.3 merupakan 
pemberitahuan/informasi tentang kemungkinan dikenakannya sanksi 
tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Telkom untuk 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan atas pengenanaan 
sanksi dimaksud. 
Force Majeure 
a. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan kontrak ini oleh 
pelanggan atau Telkom tidak termasuk sebagai pelanggaran atas kontrak 
jika tersebut disebabkan oleh keadaan force majeure (keadaan 
memaksa) 
b. Yang termasuk force majeure adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat 
diduga yang berdampak luas serta tidak dapat diatasi oleh pihak yang 
mengalaminya atau pihak lainnya dan/atau diumumkan oleh pemerintah 
setempat, termasuk peristiwa-peristiwa bencana alam, wabah penyakit, 
huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, putus aliran 
umum/PLN. 
c. Seluruh kerugian yang dialami oleh pelanggan atau Telkom sebagai 
akibat dari keadaan force majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak 
lainnya. 
Pengakhiran Kontrak 
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a. Kontrak ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Telkom, karena sanksi 
berdasarkan ketentuan butir 7.1 dan/atau butir 7.2 atau karena Telkom 
tidak mampu lagi menjadi penyelenggara layanan. 
b.  Pelanggan dapat mengakhiri kontrak ini secara sepihak dengan 
memberitahukan kepada Telkom terlebih dahulu, namun pelanggan (Eks 
Pelanggan) tetap bertanggung jawab untuk melunasi tunggakan 
IndiHome kepada Telkom. 
c. Pengakhiran kontrak berlangganan IndiHome adalah berlaku untuk 
seluruh layanan IndiHome. 
d.  Tidak dapat dilakukan secara parsial/sebagian layanan IndiHome. 
e.  Telkom dan pelanggan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya 
ketentuan pasal 1266 KUHPerdata, sehingga pembatalan atau 
pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh salah satu pihak jika 
wanprestasi dan dinyatakan sah tanpa menunggu keputusan hakim. 
Berdasarkan bentuk kontrak yang telah dibuat oleh PT. Telkom 
dengan konsumen terkait pemasangan IndiHome di atas, maka dari segi 
perlindungan hukum, kedudukan konsumen sangat lemah, apabila ada 
gangguan pelayanan yang diakibatkan oleh force majoure, konsumen tidak 
bisa mendapatkan konpensasi karena di dalam kontrak yang dibuat oleh PT. 
Telkom ada kalusula yang berisikan pembatasan tanggungjawab. Hal inilah 
yang membuat pelanggan PT. Telkom dirugikan karena tidak bisa 
menkomplain apabila ada gangguan dalam pelayanan IndiHome. Pada hal 
sering terjadi gangguan diakibatkan karena terputusnya kabel serat optik 
yang disebabkan karena terjadi gempa. Gangguan seperti ini sering kali 
memakan waktu lama bahkan sampai 1 (satu) bulan lebih proses perbaikan 
tersebut. Gangguan tersebut membuat pelanggan IndiHome tidak bisa 
menikmati berbagai fasilitas IndiHome tersebut. 
Gangguan pelayanan IndiHome yang memakan waktu lama tersebut, 
tidak berbanding lurus dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh 
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konsumen, karena konsumen tetap dibebankan tagihan sesuai dengan 
perjanjian. 
Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa dari segi kontrak antara 
PT. Telkon dengan konsumen maka, kedudukan atau posisi konsumen 
sangat lemah, karena kontrak tersebut tidak ada klausula yang memihak 
konsumen apabila ada gangguan pelayanan dari PT. Telkom. 
Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 poin a, Undang-Undang No. 8 
Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, menyatakan pengalihan 
tanggung jawab pelaku usaha.  Berdasarkan ketentuan pasal tersebut berarti 
terkait permasalahan di atas maka seharusnya PT. Telkom harus 
bertanggung jawab terhadap konsumen terkait gangguan pelayanan 
IndiHome karena terputusnya kabel serat optik bukan hanya dengan 
memperbaiki kabel tersebut tetapi juga harus memberikan konpensi terkait 
pembayaran karena selama terputusnya kabel serat optik, konsumen tidak 
bisa menikmati pelayanan IndiHome,. 
Tanggung jawab tersebut harusnya menjadi tannggung jawab PT. 
Telkom, bukan dibebankan kepada konsumen yang tetap harus membayar 
penuh walaupun tidak mendapatkan pelayanan. PT. Telkom harusnya 
memberikan konpensasi kepada konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan fakta kontrak di atas maka kedudukan atau posisi 
konsumen dalam praktiknya lebih lemah daripada para pelaku usaha. 
Konsumen tidak terlindungi dari segi perjanjian apabila ada permasalahan 
yang terjadi akibat force majoure. Konsemen tetap dibebankan untuk 
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membayar tagihan penuh pada hal konsumen tidak dapat menikmati layanan 
dalam waktu lama. Agar kontrak yang dibuat oleh PT. Telkom jangan sampai 
isinya tidak berpihak kepada konsumen, walaupun kontrak tersebut yang 
merupakan kontrak baku itu wewenang dari PT. Telkom berdasarkan Pasal 1 
ayat 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, karena prinsip dasar dari suatu kontrak atau perjanjian adalah  
keseimbangan kedudukan di mana tidak ada salah satu pihak yang lebih 
diuntungkan dari pihak yang lain dalam perjanjian. 
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